
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salman 

PERATURAli DAERAII KABUPAT:&1' BOJOIIIEGORO 
NOMOR 14 TABU11' 2011 

TElfTAIIG 

PAJAK BU1II DAN BANGUlfAll' PERDESAAJI DAll' PERKOTAAll' 

DEllGAl'I RAJDIATTOBAJJ YA.JIG MARA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

MenJmbang a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, 
maka Peraturan Daerah yang meogatuc Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dibentuk; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanana huruf 
a diatas, perlu dtl:Jentuk Peraluran Daerah tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Mengtnpt 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Oaemh-daerab Kabupaten di Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (diumwnkan pada tanggal 8 
Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huku.m 
Aeara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 
Trunbahan Lembaran Negara Nomor 3029); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahu:n 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-· 
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4048); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahw1 2002 tentang 
Pengadilan Pajak {Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 
27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 

5. Uodang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembanm Negara TahWl 
2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4844); 

6 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Nomor 52341; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
P,.Jaksanaan Kitab Undang-Undang Hukwn Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258); 

9. Peraturan Pcmerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penyitaan dalam rangl<a Penagiban Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Neg-Ma Tahun 2000 
Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 

10. Peraturan Pemerint.ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negiua 
Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pcdoman Pembinaan dan Pcngawasan PenyeJenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 165 Tambaban Lembaran Negara Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tcntang 
Pcmberian dan Pemanfaatan tnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2010 Nomor 119, Tambaban Lembaran Negara Nomor 
5161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dtoayar Sendiri OJeb 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179) ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Mentcri 
DaJam Negeri Nomor 2 1 tabun 2011; 

15. Peraturan Menteri Dalrun Negeri Nomor S3 Tahun 2007 
tcntang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Kepala Oaerah; 

16. Peraturan Daerah Nom01: 15 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2010 Nomor 15) ; 

l>enpll PenetajuanBenama 

DEWAN PERWAKILAlf RAKYAT DAERAB KABUPATElf BOJONEGORO 
daJl 

BUPATI BOJONBGORO 

IIEJIUTUSKAJ( : 

llmuttaplam : PERATURAlf DAERAB TENTAlfG PAJAK BUHi DAB 
BAJfGUJlAJi' PERDESAAll' DAll PERKOTAA!f. 
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BABI 
KETMTUAN Ulroll 

Pua! 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2. Pemerintah· Daerah· adalah Pemcrintah Kabupaten 

Bojonegoro. 
3 . Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro. 
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keusng;m Kilbupaten 
Bojonegoro. 

5. Pajak Daerah, _yan_g sclanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang t.erutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat tnPmaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak rnendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 
bogi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bun:µ dan Bangunan adalab pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pnl>adi atau Badan untuk 
sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambang13n 

7. Bumi adalah pennukaan bumi yang meliputi tanab 
dan perairar> peda)aroan serta laut wilayah kota. 

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau pemiran 
pedalaman dan/atau laut. 

9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NJOP, adalah hargl3 rata-rata yang diperoleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilaroona 
tidak terdapat tTaosaksi jual bell, NJOP ditentukan rnelalui 
perbandingan hargl3 dengan objek lain yang sejenis, atau 
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
dikenakan Pajak. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, roeliputi 
pembayar pajak, pemotoog pajak, dan pemungut pajak, 
yang roempunyai ba.k dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ket~tuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 
(satu) tahun kalender. 

13. Pajak yang rerutang adalah pajak yang barus c:libayar pada 
suatu saat, dalaro Masa Pajak, dalaro Tahun Pajak, 
atau daJam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundaog-undangan perpajakan daerah. 

14. Surat Peroberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SPOP, adalab surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak · 
Bumi dan Ban.gunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundaog-undaogan perpajakan daerah. 
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15. Surat Pcmbcritahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 
disingkat SPPT, adalah surat yang diguna.kan untuk 
meniberitalnikan besamya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak . 

. 1.6. Surat.Kctetapan.P.ajak Daerah, yang sclanjutnyi;, disingkat. 
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 

17. Surat Setoran ·Pajak Dacrah, yang selanjutnya 
disingkat SSPD, ada}ab bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakuk.an dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cam 
lain ke kas wnum daerah melalui tempat pembayaran 

· yang-ditunjuk -oleh Kepala J:>aerah. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

sclanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan beaamya jumlah pokok pajak, 
jumJah laedit pajak, jumJah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besamya sanksi admioistratif, dan jumlah 
pajak yang masih barus dibayar. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanju1Jlya disingkat SKPDKBT, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan. 

20. Swat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlab kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak Jebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang seJanjutnya 
disir\gkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagjhan 
pajak dao/ atau sanksi admioistratif berupa bunga 
dan/atau deoda. 

22. Surat Keputusan Pembetulao adalah surat kepurusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan bi tung, dan/ a tau 
kekeliruan dalam penerapan keteotuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapal dalam Surat Pembcritahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketctapan Pajak Dacrah, Surat Kctctapan Pajak 
Daerah Kuraog Bayar, Surat Kctctapan Pajak Daerah 
Kuraog Bayar Tambahan, Surat Kctctapan Pajak. 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lcbih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 
Pembetulan. atau Surat Kcputusan Kcberatan. 

23. Surat. Keputusao Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, ·Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat. 
Kctctapan Pajak Daerah Nihil. Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Lcbih Bayar, atau terbadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleb Wajib 
Pajak. 

24. Banding adalab upaya hulrum yang dapat dilakukan oleh 
Wajib Pajak atau penanggung pajak terbadap suatu 
keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan 
peraturan perundang-undangan per:panjakan yang-berlaku. 
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25. Putusan Banding adalah putusan badan pcra<lilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang <liajukan olch Wajil> Pajak. 

26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula.i dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, pcnentuan 
besarnya pajak yang terutang sampa.i kegiatan penagihan 
pajak kcpada Wajib Pajak serta pengawasan 
pcnyetorannya. 

27. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun 
clan mcngolah data, keterangiin, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan sccara objclrtif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuban pcmenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau untuk tujuan Jain dalam rangka 
i,,elaksanakan ketcntuan peraturan perundang-undang;m 
pe,pajakan daerah. 

28. Penyidikan tindak pidana <li bidang perpajakan daerah 
adalab scrangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangl<anya. 

29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
daerah yang <lilentukan oleh Kepala Daerah untuk 
menampung selurah penerimaan daerah dan <ligunakan 
untuk membayar seluruh pengel.uaran daerah. 

BABD 
l!fAIIA, OBJEK, S'OBJBK DAN WA.JIB PA.JAX 

Pua12 

Oengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaa.n dan 
Perkotaan dipungut pajak etas bumi dan/atau bangunan yang 
diroililc:i, dilruasa.i, dan/atau djmanfaatkan olch orang pribadi 
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha pcrkcbunan, perhutanan, clan pcrtambangan. 

Pual3 

(l} Objek Paj<ik Bumi dan · Bangunan adalah Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaan ada.fah Bumi 
dan/atau Bangunan yang diroiliki. dikuasai, 'dan/atau 
diroanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kav.-asan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan, clan pertambangan. 

(2} Termasuk dalain pengertian Bangunan adalah: 
a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 

bangunan sepcrti hotel, pabrik dan emplasemennya, 
yang merupakan suatu kesatuan dengan komple.ks 
bangunan tcrsebut; 

b. jalan to!; 
c. kolam renang; 
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d. pagar mewah; 
e. tempat olahragi,.; 
f. galangan kap!ll, dermaga; 
g. ta.man mewah; 
h. tempat peni,.mpungan/kilang miny!lk, air dan gas, pipa 

miny!lk; clan 
i. menara. 

(3) Objek Paj!lk yang tidak d.iken!lkan Pajak Bumi dan 
Bangunan adalah objek pajak yang : 
a. digunakan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Wltuk 
penyelenggaraan pemerintah!ln; 

b. digunakan semata-mara untuk ·melays.ni 
kepenti.ngan umum di bid!lng ib!ldah, sosial, 
kcsehatan, pcndid.ikan dan kebudayaan nasional, 
yang tidak dimaksudkan untuk mempemleh 
keuntWlgan; 

c. digunakan untuk kubu.nm. peningga1an purbakala, 
atau yang sejcnis dengan itu; 

cL merup!lkan hutan lindung. hutan suaka nlam. 
butan wisata, taman nasional, tanab pengembalaan 
yang dilruasai oleb desa, dan tanah negara yang 
belu:m dibebani suatu h!lk; 

(4) Besarnya N°tlai Juel Objek Pajak Tidal< Kena Pajak 
ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,00 (wna belas juta 
rupiah) Wltuk setiap Wajib Pajak. 

Pua14 

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
adalah orang pribadi atau Baden yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/a tau memperoleb 
mrmfeat atas Bumi, dan/ atau ll'.'etnilikt menguasai, dan/ atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan. 

PualS 

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang prib!ldi atau 
Badan yang secara nyata mempunyai sue.tu hak etas Bumi 
dan/a.tau mempcroleb moofoat atas Bumi, dan/atau 
memiliki, meogua.sai, dan/atau mempcrolel'> man[eat atas 
Bangunan. 

BABID 
DASAR PENGENAAl'f, TARIF DAX CARA 

IIIIENC.MIONG PAJAK 

Pua16 

(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP. 
(2) Besamya NJOP sebagaimana diroaksud pada ayat (1) 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, lc.ecuali untuk objek pajak 
tertentu dapat ditetapkan setiap tahWl sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. 
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(3) Pcnctapan •be88l'Ilya NJOP sebagnimaoa dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah. 

Pua.17 

(I) Tarif Pajak Bumi clan Bangunan ditetapkan sebagai berikut: 
a. untuk NJOP sampai deogan Rp.l.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 1 % (no! koma satu 
perseo} per tahun; 

b. untuk NJOP· diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar 
.rnpiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (no! .Jroma dua persen) 
pertahun. 

(2) Dalaro ha! pemaofe·etan bumi dao/atau bangunan yang 
menimbulkan gangguan terhadap J.ingkungan, kecuali 
kawasan tanah produktif yang dikuasai -oleh masyan,kat 
yang masih digunakan untuk kegiatan usaha pertanian, 
maka dikenakan tambebao t.arif sebeser 50 % (lima puluh 
persen) dari tarif Pajak Bumi clan Bangunan sebagairoane 
dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi sebagai berilrut : 
a. untuk NJOP sampai dengan Rp .. l.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiahJ ditetapkan sebesar 0,15 % (no! koma lima 
belas persen) per tahun; 

b. untul< N;JOf'. diatas Rp.1.000.000.0()(T,00 (satu milyar 
rupiah) dilelapken sebesar 0,3 % (no! kome tiga persen) 
per.tahun. 

(3) Dalaro ha! J"'ID8Dfaatan bumi dan/atau bangunen ramah 
lingkungen dan/etau merupeken bangunan atau 
lingkungan cager budaya, maka dapat diberiken 
pengurangan sebesar 50 % ·(lima puluh persen) -dari terif 
Pajak Bumi dan Ba.ngunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), sehlngga meojadi sebeglli berikut: 
a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu 

.milyar .rupiah) ditetapkan sebesar 0.05 % (nol .koma· no! 
lima persen) per tabun; 

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu fllilY.ar 
rupiah) ditetapkan sebesar 0, l % (no! koma satu persen) 
pertahun. 

.Pua.IS 

lksat'an pokok Pajak Ba.mi tlllb. ~ yang ·terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebegaiOlena dimaksud 
dalam Pasal 7 dengen dasar pengenaan .pajak-sehagaimaoa 
dimaks•1d dalam Pasa1 6 ayat (1) setelah dilrurangi Nilai 
JuaI Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagainuuv> dimeks>td 
dalam Pnsal 3 ayat (4). 

JIMl'IV 
WILAYAB ·PEIIUlfGUTAII 

Pual.9 , 

Letak obyek pajak Bumi ciao Bengunen sebagai pajak terutaog 
aclalah di wilayah daerah. 
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BABV 
IIASA PAJAK DAlf SAAT PAJAK TERUTAlfG 

Pual 10 

(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 
(2) Saat yang menent:ukan pajak tcrutaog adalah menurut 

keadaan objek pajak pada tanggal L Januari. 
(3) Masa pajak dimulai tanggal l Januari dan berakhir 31 

Desember pada tahun berkenaan. 

Pual 11 

Saal Pajak yang terutang dalrun masa pajak terjacti sejak 
diberikan SKPD. 

BAB VI 
PENDATAAlf DA:ri PENtl'APAN PAJAK 

Pual 12 

(1) Pcndataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus diisi 

dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan 
disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya 
SPOP oleh Subjek Pajak. 

(3) Kctcntuan lcbih lanjut mengenai tata cara pendataan dan 
pelaporan Objek Pajak sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan ·Peraturan Kepala ~0aenih. . 

Pual 13 

(1) Berdasarkan SPOP seba.gaiman,> diroak:snd dalaro Pasal 11 
ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan SPPT. 

(2) Jenis pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
berdasarkan penetapan Bupati dipungut dengan 
menggunakan SKPD. 

(3) Kcpala Daerah dapat mengeluark:an SKPD dalaro hal-hal 
se~ beiilrot : 
a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (2) tidal< disampaikan dan setelah Wajib Pajak 
ditegur seeara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana 
ditentukan dalaro Surat Teguran; 

b. apabila ·berdasarlaln basil pemeriksaan atau 
keterangan Jain ternyata jumlah pajak yang terutang 
lebib besar dari jumlah pajak yang dihitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 
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BABVll 
PEJIIVJfGUTAlf PAJAK 

Bagl•a Keaatn 
Tata Cant Pemwiptml' 

Pual 14 

(1) Pemungutan "Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan clan 
Pcrlrotaan dilarang diborongl<an . 

. (2) .setiap W.ajib .P.ajak wajib yang memenuhi kewajiban 
Perpajakan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk 
dibayar deogan menggunakan SKPO atau SPPT. 

Pual 15 

(1) Oalam jangka waktu 5 (limal tahun sesudah saat 
·tcrutangnya pajak, Kq,ala Daerab dapat menerbitkan : 
a. SKPOKB. jika.. berdasarkan. basil. pemcr:iksaan atau. 

keterangan lain pajak yang teru.tang tidak atau kurang 
dibayar; 

b. SKPDKBT j.ika ditemukan data barn dan./ atau data yang 
semula ·belum terungkap yang menyebabkan 
penambarumjnrolab pajak.yang. t.c,;utang. 

c. SKPON jika jumlah pajak yang terutang sama besamya 
dengan jumlab krcdit pajak a.tau pajak tidak terutang 
dlm tidak ada kredit pajak. 

(2) Jumlab kekurangiin pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebag,,imana diroaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 
sanksi 'ldroioistratif berupa bunga 2 % (dua pe.rsen) setiap 
blilan dihituog dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk" jangka waktu paling· lama 24 (dua puluh 
-em pat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya .pajak. 

(3). Jumlab kekurangJUl pajak yang_ terutang_ dalam SKPDKBT 
iwbagaimana diroakirud pad.a ayat (1) huruf b dikenakan 
saoksi f'dministra.tif berupa keoeiken sebesar 100 % 
(seratus persen) darijumlah'kekurang;m-pajak'tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimaoa dimaksud pad.a ayat (3) tidak 
dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sencliri sebelum 
dil.akukan tindakan pemeriksaan. 

(5) Junilii.b pajak yang terutang dalam SKPDKB ·sebagaimana 
dirnaksnd. pad& ayat (1)· huruf a· dike.oakao sank.si 
adrninistrasi berupa kenaikan sebesar .25 % (dua puluh..lima 
persen) dari P,Okok pajak ditarobah sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambal dibayar 
uotuk -jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

Pua! 16 

(1) Tata cara penerbjtao. SPPT,. SKPD,. SKPDKB, SKPDKBT,. 
SKPDN s,-bagairoan~ diroaks1Jd daJam Pase! 13 ayat (1) dan 
ayat (2) serta Pasa1 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah. 
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(2) -Ketentuan lebih .Janjut mengenai tata .cara .pengisian dan 
penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPOKB, SKPDKBT, 
SKPDN sebagaimana dimaksud dalain Pasa1 12, Pasal 14 
ayat (2) aan Pasal 1'5 ayat (1) ruatur dengan J>eraturan 
Kepala Daerah. 

Bagan Kedua 
·Suntt•T!icfban ~ 

(1) Kepa1a Daerah dapat menerbitkan STPD jika : 
a. paja:k yang1:erutang-tidak atau lrurang <libayar; 
b. dari basil, penclitian SPOP terdapat kclrurangan 

pembayaran sebagai alaoat saJah tulis dan/atau saJah 
bitung; 

c. wajib pajak dikenakan sanksi adm.inistratif· berupa 
bunga dan/ atau denda. 

(2) J .umlah kekurangan pajak yang tcrutang dalam STPD 
sebagaiman" dimaksud pada ayat (1) hurof a dan hurof b 
ditambah dengan sanksi adm.inistratifberupa bunga sebesar 
2 % (dua persen) setiap bulan untuk paJiilg lama 1s· (lima 
1lelas) bulan -sejak saat terutangnya pajak. 

(3) SKPD y.ang. tidak ataP- Jmrang dibayar. setelah jatub..tempo. 
pembayaran dikcnakan sanksi "drninistratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui 
STPD·. 

Baglan Ket:fea 
Tata Cara Pembayuan dam Pen■cfh■n 

(11 ~ale yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana 
diroaksnd pada Pasal 13 ayat (1) harus dilunasi selambat­
lambatnya 4 (empat) bulan sejak tanggal diteriroanya SPPT 
oleh wajib pajak. 

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kcputusan 
Perobetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding. yang menyebabkan jumlab pajak yang barus 
ihbayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 
harus dilunasi dalam jangka waktu· paling lama 1 (satu) 
bulan stjak tanggal diterbitkan. 

(3) Pajak yang terutang sebagairoana diroaksnd pada ayat ( l ) 
dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak 
dibayar atau Jrurang dibayar, dikenakan sanksi 
Adroioistcatif. berupa· bunga sebesar 2% (dua persen)• 
sebulan, yang d.ihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan 
hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
pulub empat) bulan. 

(4) K'epa1a Daerah ·atas ·pennohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyar.,uan. yang ditentu,kan. dapat member:ikan. 
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dUS'. persen) setiap bu!an. 
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(5) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Umum Daerah atau 
tempat pembayaran lain yang,ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

(6} DaJam hal pembayaran ditempat lain yang ditunjuk oleh 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pcnyetoran 
basil pembayaran· dilakukan dal.am tempo· 1 x 24 jam· pada:· 
setiap hari .kerja. 

(7) Ketentuan Jebih Jaojut mengcnai tata cara perobayaran, 
penyetoran, angsuran clan pe1mvdaao pembayaran pajak 
diatur dengan Peraturan Xepala Dnerah. 

Pual19 

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan., Surat 
Keputusan Keberatan, dao Putusan Banding, yan~ tidak 
atau kurang di'bayar oleh Wajib Pajak pada waktuDya dapat 
ditagih dengao Surat Paksa. 

(2) Penagiban pajak dengao Surat Paksa di1aksavakan 
berdasarkao peraturan perundang-undaogao. 

Bapn See01pat 
Keberatan diUl Banding 

PuaJ.20 

(1) Wajib Pajak dapat mcngajukan kcbcratan hanya kcpada 
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: 
a. SPPI'; 
b. SKPD; 
c. SKPDKB; 
d. SKPDKBT; 
e. SKPDLB; dan 
f. SKPDN. 

(2) Keberatan diajukao seeara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasao-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan da!am jangka waktu paling Jama 
3 (tiga} bulan: sejalc tanggal s=at ~bEtgirimana dimaba& 
daJam ,ay,at.(l), kccnali jika :W.ajib.P.ajakdapat .menunjukkao 
bahwa j_angka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaaD di Juar kckuasaannya. 

141 'Kcberatan dapat diajukan apabila 'Wajib 'Pajak telah 
mcmbayar paling,sedikit,sejumJah,yang,tcJah,disetujui·Wajib 
Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak mcmenuhi pcniyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak 
dianggap sebagai 'Surat Keberatan sehingga tidal< 
dipcrtimbangkan. 

(6) Tanda penerimaan Surat Kebcratan yang dibcrikan oleh 
Kepala Daerah atau Pejabat yang dituDjuk atau tanda 
pengirii:naD Surat Keberatan meJalui swat pos tercatat 
-sebagaittnda·bukti-pen:erimaan ·Surat Keberatan. 
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(1) Kepala Oaerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
"beJas) oulan sejak tanggal Surat Xeberatan diterima, 
hams memberi-kcputasan atas· keberatan·y-.mg diajukan. 

(2) Keputusan .Kepala ,Daerab -atas .keberatan .dapat .berupa 
menerima seluruhnya atau scbagian, menolak atau 
menambab besarnya pajakyang terntang. 

13) Apabila jangka waktu sehagairnana diroaks11d pada ayat 
(ll tclah lewat dan Kepala Dacrah' tidak roemberi suatu 

Jc.cp.utusan. .ktbetalao yang diajukan t.craebut dianggap 
dikabulkan. 

1'a-122 

Ketenruan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan 
penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Kepala Oaerah. 

1'ual'23 

(1) Waj,1> Pajak da,pat mengajukan permobonan banding banya 
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Kcpala Oaerab. 

(2) Permohonan banding sebagaimana ·dimaksud -pada ayat (1) 
diajuknn secm:a. teI:tuli& dalam.. bahasa. Indonesia, . dengan. 
aJasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
keputusan ditcrima, dilampiri salioan dari surat keputusan 
keberatan tersebut 

(3) Pcngajuan permohonan banding mcnangguhkan kcwajiban 
membayar pajak sampai dengan 1 (satu} bulan sejak tanggal 
penerbitan Putusan Banding. 

(1) Jika pengaj_uan keberatan atau permohonan banding 
dikabul.kan sebagian atau seluruhnya, kelcbihan 
pembayaran pajak dikcr,,balikao c!engan ditambah imbalan 
bunga sebesar· 2%· ( dua-persen l sctiap· bulan· untulc-paling 
lama 24 (dua puluh cmpat bulan). 

(2) lmbala.n bung;,. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sejak bulan pehmasen saropai dengan 
diterbitkannya·SKPDLB. 

(3) Oalam· ha!: keberatan Wajib Pajak ditol&k a.tau dikabulkan, 
sebagian, Wajib Pajak. dikenai sanksi..administratif berupa 
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan dilrurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

(4) Dalam-hal Wajib Pajak mengajukan permobonan banding, 
sanksi adroini$tratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 
persen) sebagairoana dimak:sud pada ayat (3) tidak 
dikenakan. 
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(5) Dalett1 hal permohonan banding ditolak atau d.ikabulkan 
sebagian, Waiib Pajak dikenai sanksi a.dministratif berupa 
denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak 
bcrdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan 
pembayanm pajak yang telah dibayarsebelum mengajukan 
keberatan. 

-S.glen KeJima 
Pemhetman, PembataJaa-, ~ Ketetapm; ..... 
Pengbapusan atau Pengur1Ul&U' S-abi •dmlai«ratif 

(1) Atas, permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Kepala Daerah dapat mcmbetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
pcncrbitannya terdapat Jr,-saJabao tulis dan/atau kcsalabao 
hitung dan/atau kckcliruan pencrapao kctcotuan tcrtentu 
dalam peraturan pcrundaog-undangan perpajakan.daerah. 

(2) Kepala Daerah dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif" berupa bunga, denda dan kenaikan pajak 
yang terutang menurut peraturan perundang-undaogan 
perpajakan.; dacrah, dalett1 hal sanksi tcrsebut 
dikcnakan karena k,.khilafan Waj ib Pajak atau bukan 
karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPO; 
d. membatalkao basil pcmeriksaa n atau ketetapan pajak 

yang dilaksanakan· atau diterbitkan·tidak·sesuai dengan 
tata cara yang ditentukan; 

e. menguranglcan atau membatalkan ketetapan pajak 
tcrutang dalam ha! objek pajak terlrena bencana al8ttl 
atau sebab lain yang Juar biasa. 

f. mengurangkan: ketetapan pajak terutang· berdasarkan 
pertirobanga,, kemampuan membayar Wajib Pajak atau 
kondisi tertentu objek pajak; dan 

(3) Ketentuan lebih lanjut meogenai tata cara pcngurangim 
atau penghapusan sanksi administratif dao pcngurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak St'hagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BABVJII. 
PMGSIIDALIAI' KEl.£BMAW PEIIBAYARA!f 

PuaJ.26 

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak,. Wajib. Pajak dapat 
mengajukan pcrmohonan pengembalian kepada Kepala 
Daerah. 
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(2) Kepala Daerah . dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan. si:jak diterimanya pennohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabilit jangka Wllktu' sebagaimaoa- cfunaksnd pada ayai- (2) 
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu 
keputusan, permobonan pen~balian pembayaran Pai,ak 
diaoggap dikabuJkan dan SKPDLB hams diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai· ut:ang pajak lainnya; 
kelebt'han pembayaran Pajak ~bagaimana .dimaksud pada 
ayat ( 1) langsung diperhitungkan untuk meluoasi terlebib 
dahulu utang Pajak tersebut. 

(5) Pengembalian kelebiban pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksncl pada ayat (1) dilakukan dalam jangka• waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 

(6) Jil<a pengembaliao kelebihan pembayaran Pajak dilakukan 
setelah lewat 2 (dua) bulan, Kcpala Daerah memberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebiban pcmbayaran pajak. 

(7) Ketentuan lebib lanjut meogenai tata cara pengembalian 
kelebihan pemba,yaran pajak scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur d'engan Peraturan Kepala Daerah. 

BABIX 
KEDALUWARSA PENAGIBAN 

Pual 27 

(1) Hak untuk melakukan pcmagibao Pajak menjadi 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
terbitung sejak saar 1:erut:angnya pajak; kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di -bidang perpajakan 
daerah. 

(2) Kcdaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimaoa dimaksud pada 
ayat (1) tertangguh apabila: 
a. diterbitkan SUratTeguran·dan/atau SUrat"Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajlo Pajak, baik 

langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran dan Surat PaJcsa 

scoagaimana iliroaksnd pada ayat (2) 'buruf a, l<edaluwarsa 
peDBgibao dihitung scjal< canggal• penyampaiao Surat Pak.sa 
tersebut. 

(4) Pengakuan utang pajak secara 1angsung sehagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dcngan 
kesadarannya meoyatakan masib mempuoyai utang Pajak 
dan belum melunasinya kepada, Pcmerintab Daerah. 

(5) Pcngakuan · utang sccara tidak langsung ..-bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) buruf b dapat diketahui dari 
peogajuan perroohonan angsuran atau penundaan 
,>embaya.ran-dan ,:,ermohon:an ·kcberatan·-oleh Wajib Pajak. 
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-Pual28 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagill lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dibapuskan. 

(2) Kepa1a Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piut:ang Pajak Dacrah yang sudah kadaluwarsa 
s,,hagaimaoa dimakSttd pada ayat (1). 

(3) Ketentuan lel:iih lanjut mengenai tata cara pengbapusan 
piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 
1'mlturao Kepala Daerah. 

BABX 
PEIIERIKSAAX 

Pual29 

(1) Kepala Daerah, bci:wcnang ffiP)almkeo pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhao kewajiban perpajakan 
daerah dalam rangl<a melaksanakan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 

i2) Wajib Pajak yang·dipcriksa wajib : 
a. memperliha~dan/ataumeminjamkao dalmm<>n.yang. 

menjadi dasamya clan dokumen lain yang berbubungan 
dengan objek pajak yang terutang; 

b. membcrikan ltesempatan untuk memasuki mmpat atau 
ruangan' yang dianggap perlu dan memberikan bantuan 
guns kelancaran pemeriksaan; dan/atatL 

c. memberikan ketemngan yang diperlukan. 
(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajlb Pajak tidak 

melaksanakan· kcwajiban sebagaimana dimaksud' pada ayat' 
(2) maka pajak terutang ditetaplcan secara jabatan, 

(4) Ketentuan Iebih lanjµt men~ tata cam pemenlcsaan 
Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

BABXI 
IlfliEll..,....,l_D"_PEJIUlfGtJTAlf 

Pual30 

(1) lostansi yang mP)aksaoakWl pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian 
kioerja tertentu. 

(2) Pemberian insenti£ sebagaimana dimaksud pada, ayat fl)• 
ditetapkan melalui Anggaran Pcndapatan dan Belanja 
Daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tats cara pemberian dao 
·pcmanfaatan insentif sebaga:imaoP dirnaksnd pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan.Kepala Daerab dengan herpedoman. 
pada peraturan perundang-uodangan yang berlaku. 
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BABXII 
KETEIITOAII KBUSUS 

Paal :H 

(1) Setiap pejabat dilarang membcritahukan kepada pihak lain 
scgala sesuatu yang diketahui atau diberitahu.kan 
1repadanya oleh ·wajib · Pajak da1am rangka jal>atan atau 
pelrerjaannya untuk mef'jalaokao· ketentua» pemturan 

J)C:IUD.dai:lg· UDd8qgilD pe,:pajakan dacrah. 
(2) Larangan sc~a dimaksud pada ayat (I) berlaku juga 

terhadap tenaga ahli yang dituojuk oleh Kepala Oaerah 
untuk un:mbantu -Jalam -pela.ksanaan ketentuao -peratum 
peruodaog-1,ndaogao, peq,ajakan-daei:ah. 

(3) Oikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) clan ayat (2) adalah : 
a. Pejabat clan tenaga alili. yang bertindak seoagar saksr 

·atau -saksl-ahli-da:lam<sidang-pcnga.dilao; 
b., Pejabat dan/.atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh 

Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada 
pejabat lembaga negara atau instansi Pcmerintah yang 
berwcnang melakukan pcm~saao dalam btdang 
-keuangim daerah .. 

(4), Untuk. kepentingim Oae,:ah, Kepala. Dacrah. berwenaog. 
memberi iziD tertulis kepada pejabat ,.-t,egaimana dirnaksm\ 
pada ayat (I) dao tenaga ahli s,-begaimeoa dirneksud pada 
ayat (2); agar- memberikaxr keterangan, mernperlihatkan .. 
bukti tertulis dari-atau tentang .Wajib Pajak kepada pihak 
yang ditunjuk .. : 

(5) Untuk kepeotingan pemeriksaan di pengedilan dalam 
perkara pidana atau perdata. atas pemlintaan·hakim sesuai 
deng;m· Huku.m Acara P!dana· dan Hukum0 Acara · Perdata; 
Kepala Daerah dapat rnemberi iziD tcrtulis -kepada pejabat 
sebagaimana dimaksud pade ayat {ll, dan tenaga ahli 
sebagaimanJ> dimaks11d pada ~t (2), untuk memberikan 
dan memperlibatkao bukti tertulis dan keterangao Wajib 
Pajak yang ada pa:danya 

(6) Pcrmintaan bakim S<'bagaimaoa dirnaksud pada ayat (5) 
harus menyebutkan nama tersangka atau oama tergugat, 
keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara 
pidana atau perdata yang bersangkUtan dengan keterangan 
yang diminta. 

BAB.:xm 
KETEllTUAII PENiWIAAlf 

(Ii Penyidik. Pcgawm .Negeri $jpil Daerah ber.:wenang untuk 
JnPlaksanakan penyidikan tiodak pidana pelanggaran 
Peraturan Oaerah ini. 
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da1aJn 
melaksanakan tugas mempunyai wewenang : 
a,. menerima; rnenc:ari, mengampulkan; dan meneliti 

keterangan .atau-laporan berkenaan dengan tindak pidana 
di bidang perpaiaJain Daerah agar keterangan atau 
Japoran tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang- pribadr atau· Sadan· tentang kcbenaran' 
pert,uatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan Daerah; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnoadi 
atau Sadan sehubunga:n dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan Dae£Sh; 

d.memeriksa bulru, catatan, dan dokw:nen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; 

e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan ·•dokumen lain, -serta 
melaku.kan penyi.taan terhadap be.ban, bukti, terse but; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksaoaan 
tugas penyidikan tiodak pidana di bidang perpajakan 
Daerah; 

.g:menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan. ruangan atau tempal pada saal 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memcriksa identitas 
orang. benda, dan/ atau dokumen yang dibawa; 

h.memotret seseorang yang berkrutan dengan tindak pidana 
perpajakan Daerah; 

i. mernanggil orang. untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangl<a atau saksi; 

'j. mengbentikan penyi<likan; dan/atau 
kmelakukao tindakan yang- perlu untuk- kelanearaarr 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 
sesuai deng!ln ketentuan peraturan perundang'.undang/Ul, 

(3) Penyidik sehagairnaoa diroaksnd pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyaD"paikan basil penyidikannya kepada Penuotut 
Umwn melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur da1am 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XIV 
KE"'l"'EH...,.l"OAK PIDAKA 

Pual-3:l 

(I) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 
SPOP atau mengjsi dengan tidak 6enar atau tidak lengkap 
atau melampirka.n 'keterangan ,yang tidak ·benar scbiogga 
merugikankeuaogao. Daerah-dapat-dipidaoa. dengan pidana 
kurungan paling Jama 1 (satu) tahun atau pidana denda 
paling banyak 2 (dua) kali jwnlab pajak terutang yang tidak 
atau Jrurangdibayar. 



(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SFOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau· melampirkan• keterangan· yang- tidak benar sebingga 
.men1gikao keuangan Oaerah dapat dipidana dengan pidana 
peojara paling lama 2 ldua) tahun atau pidana denda paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tida.k atau 
kurang dibayar . 

.J!ual.34 

Tindak pidana di bidang perpajakan Oaerah tidak ditunrut 
-setelah ·melampaui jangka ·waktu "5 (lima) tahun sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa- Pajak atau· 
berakhimya Bagian Tabun Pajak atau beralchirnya Tahun.Pajak 
yang bersangkutan. 

-f'ua1'35 

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang dituojuk oleh Kepala Daerah 
yang karena kealpaanya tidal< memenuhi kewajiban 
merahasi:al<an haf seoagaim8Jl" diinaksnd dalam Pa.saf 30 
ayat ( 1) dan ayat (2) dipidana dengan •pidana -kurungan 
paling. lama. 1 (salll) tahun. dao. pidana. denda paling. ban.yak. 
Rp.4.000.000,00 (empatjuta rupiah). 

(2) Pejabat atau tcnaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 
yang dengan· sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 
ee&e0rang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban 
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ey.at (ll dan 
ayat (2) dipidana dengan pid.ana kurungaD paling lama 2 
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
10.000:000;00· (sepuhlh·jttta rupiah). 

(3) Pcnuntutan terhadap tindak pidana sebaga.imaru\ dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan 
orang yang kerahasiaannya dilanggar. 

(4) Tuntutan pidana s,>hagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat f2)• sesuai dengan sifatnya ad;,Jah· men,yangkut 
kepentingan pribadi .seseorang ,atau .Badan .selaku Wajib 
Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. 

Denda S('ha_gaimaoa dimaksnrl dalam .Pasal 33, .Pasal 35 a_yat. (1.) 
dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. 
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BABXV 
KETENTUAII PBNUTUP 

Pual37 

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintabkan 
pengundangan Pcraluran Daeroh ini dengan penempatannya 
claJam Lembaran Daerab Kabupaten Bojoncgoro. 

Dilclapkan di Bojonegoro 
pada langgal 10 Nopcmbcr2011 

BUPATI BOJOKEGORO, 

Diundangkan di Bojoncgoro 
pada tanggal 10 Nopember 201 1 

!IEKRETARJS DABRAB KABUPATEN BOJOREOORO 

Ltd. 

Dn.. SOEHADI MQW mwo.MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 1960013l l98603 1 008 
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B.SUYOTO 
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8~~8 DAERAB KABUPATBll BOJOIUGORO 

t.¢/ ~ ~~~ BEKfITTARIA •• 
' C> 
\ -vr.-BO J C"IWoiltYM 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19600131 198603 1 008 
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PBRATURAN DAER.AB KABUPATM BOJOREGORO 
lfOltOR 14 TAllUlf 2011 

TBIITANG 
PAJAK B1Jlll DAIi BA1'1GUlfA11 PERDESAAll DAIi PERKOTAAlf 

I. UllUJI 

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajJ.b bagi daerah yang 
terutang oleh orang pnbadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarltan Undang-Undang dengan tidak meodapatkan imbalan 
secarn langsung dan digunakan untuk keperluan daer.ah bagi .sebesar­
besarnya kemal.onuran rakyat. Selain daripada itu, Pajak Daerah 
merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerab yang memiliki 
peranan yang sangat strategis dalam meningl<atkan kemampuan 
keuangan daerah- dalam mcm.biayar pcnyelcnggaraan- Pemerintaball 
Daerah.dan .pelayanan umum. 

Babwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, diaebutkan bahwa Pajak Bumi dan· Bangunan· Perclesaan· dan· 
Pcrkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota, schi.ngga 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berwenaDg memungut Pajak Bumi 
dan Bangunan khususnya sektor perkotaan dalam Peraturan Daerab. 

Peraturao. Daerah ini diharapkan menjadi J.andasan bukum 
dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi 
dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, 
penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. Selain itu 
dengan berlakunya 'Peraturan Daerah ini diliarapkan dapat 
mem.benkan kesadaxan, kepastian. hulwm. clan, keadilan bagi, 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangUnall 
sesuai dengan kemampuannya. 

D. PA.SAL DEIII..PASAT 

Pasal 1 
Cuknp- jellls. 

Pasal 2 
Cukug je!as. 

Pasal 3 
Ayat (1) . 

Yang· dimaksud· dengan· •kawasan' adalah· semua· tanah' dan 
bengunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, 
perhutanan,. dan Qert8-Dlbangan di tanah yang diberi hak gµna 
usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan 
dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertrunbangan. 

Ayat(2 )· 
Cukupjelas 

Ayat (3) 
Hurufa 

CUkup jelas. 
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HuruJb 
Yang climaksud denpn · tidak dimaksudkan untulc 
memperoleh keuntungan• adalah bahwa objek pajak itu 
diusaha.kan untuk melayani lcepentinpn umum, dan 
nyata-nyata tidak ditnjukan untuk mencnri keuntungan. 
Bal.ini dapat diketabui .anra,,, lain dari "Oggatan daaar dan 
anggaran rumab tangga dari yayasanfbadan yang. bage,ak 
dalaxn bidang ibadah, sosial. kesebatan, pendidikan, dan 
kebu~ nasional tersebut. Termaauk peDgCrtian inl 
adalab butan wisata milik: negiira- sceuai-dengan ket.entuan 
pernh1ran pcn1odang-undaogan 

Huru!c 
Culrup jelas. 

Hurufd 
Culrup j clas. 

Huru!e 
Culcup jelas. 

Hmuff 
Cl.i.kup jelas. 

Ayal. (4J 
Cukupjelas. 

Pasal4 
Cukup jelas. 

·Pasal ·5 
Cukup jclas.. 

Pasal6 
Ayal (1) 

Pl:netapan NJOP dapat dilakulam dengan : 
a. ·perbandingan ,barga dengan 'Objek lain yang 'Stjenis, adalah 

sua.bLpcndeketan/metode pcncoh1an nilai jµal suatu.obick 
pejak dcngan cam membanding;kannya dengan objelc pejak 
·lain yang sejenis yang ·1etaknya betdekatan dan fungsioya 
samadan telah dikr:tnl:mi harp jualnya.-

b . nilai peroleban ,boru, aclalah suatu pendckatan/metode 
penentuan niJai jual suatu ob.i,ek pajak dengim cam 
meo.ghitung selurub bi.a.Ya yang dikeluarlcan untuk 
memperoleh objek tersebut pada SIU>I penilaian c:lilalrukan, 
yang· dikursngi dengarr penyusutan berda.sarlcan kondisi 
fisik objck tenebut; 

c. nilai jual pengganti. adalab suatu pendekatan/mctode 
pencnruan nilai jual suatu objek pojak yang berdasarkan 
pada basil produla!.i objek pajak tersebuL 

Ayat (2) 
Pad.a dasamyapenetapan NJOP adolab :l (qga) tabun sckali. 
Dalam bal terjadi perkembanpn pembangunan yang 
mengiikibatkan 1'enaikan NJOP yang cukup beaar, maka 
penetapan NJ()P dapat ditetapkan-..etahun '90kali. 

Ayat(3J 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Yang dimaksnd dengan pemanfuatan objek pajak bumi dan/atau 
bangu:nan depot -menimbullam ganguan tcrhadap lingkungan 
adalah pemanfaatan objek pajak- bumi dan/atau bangunan u.ntuk 
lcepentiogim usaba dan dalam pelaksanaannya memaofo•tkan 
bumi dan/atau bangunan milik pihak lain, yang menganggu 
kepentingao pibart: lain. 
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Yang dimaksud dcngan pcmanfaatan objek pajak •bumi -den/atau 
bangunen ramah lingkungnn adalah pemanfaatan bumi den/atau 
bangunan terscbut mcnggunalmn manajemcn dao telmologi yang 
berdampak positif temadap kelestarian linglomgao bidup. 
Yang dimaksud d'eOgan bongaoao· atnu lioglrungan cagar budaya 
.adaJah baogunan atau Jmgl<unpn a.gar budaya yang ditetapkan 
sebagili bengµnan atau liogkungao Cll&JlT budaya berdasarkao 
Keputusan Kepala Dacrah serta pernaoCMlaD dan pengelolaannyn 
sesuai deogan ketentwm yang berlaklL 

Jlasal.8 
Nilai j ual untuk bangunen sebelum diterapkan tarif pajak 
diJruraogj tericbih dahulu denp,n Nilai Jual ndak Kena Pajak 
sebesarRp 15.000.000,- (lima bclasJuta rupiah). 
Contob: . 
Wajib pajak.A mc,npunyal objck pajak beru:pa: 
- Tanab setuas 800 m• dengan hargajual Rp. 300.000,00/m2; 

- Bangunan scluas 400 m2 deopn nilaijual Rp. 350.000,00/m2; 
- Toman seluas 200 m2 deog;,n nilaijual Rp. 50:000,00/m2; 
- Pager scpanja.og 120 m clan tinggi rata-rata pagu 1,5 m. denga,:i 

ailaijual Rp. 175.000,00/m2. 
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah scbagai berikut: 
I. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,00 • Rp. 240.000.000,00 
2. NJOPBangunan·: 

a. Rumah.dan garasi 
400 X Rp. 350.000,00 • Rp. 140.000.000,00 

b. Tuman 
200 X Rp. 50.000,()() • Rp. 10'.000.000,00 

C. Pagi1r 
(120 X 1,5) X Rp.175.000,00 • Rp. 31.500.QOO.()() + 
Total NJOP Bangunan Rp.181.500.000,00 
Total NJOP Bumi dan Bangunan • Rp.421.500.000,00 
Nilai Jual Objek Pajak'l'idakKena Pajak' • Rp, 15.000.000,00 -

3. Nilai.JualObjek Pajak Kena.Pajak • Rp.406.500.000,00 
4. Tarif Jl'liak yang ditetapkan dalam flenlturan Dacrah 0, 1 % 
5. Pajak Bumi den Bangunan tcrutang: 

0,1% X Rp. 406.500.000,00 • !e: 406 500100 

- Dalam bal pemenfaatan objek pajak bumi dao/atau bangunan 
dapat menimbulkan gnngguan terhadap lingkungan : 

Tarif pajak yang diteta.pkan dalam Pemturan Daerah 0, 15 % 
Pajak Bumi dan 8angunan tetutang : 

0,15% x Rp. 406.500.000,00 • Rp. 609. 7!1<M>Cl 

- Dalam.hal pemaofoatao <>bjekpajakbumidan/atan banguoao 
ramah linglrungnn atau merupaken bangunan atau 
lingkungan cagar budaya : 

- Tari! pajak yang ditetapkao dalam Peraturan Daerah 0, 05 % 
- Pajak Bumi dan Bangunan terutang : 

0,05% x Rp. 406.500.000,00 

Pasal.9 
CuJru :..lno P.,-

• Rp. 203.250,00 



Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukupjclas 
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Ayat (2) 
KaJ=a tahun pajak d:imulai pada tanggal 1 januari, maka 
keadaan objek pajak ,pada ,tang&al ter:scbut merupak:an saat 
yang menentukan pajak yang terhutang. 
Cont.oh: 
a, 01:ijek pajak pada tanggal 1 Januari 2011 berupa tanah dan 

bangunan. Pada: tanggal 10 Februari 2&11 bangunannya, 
.dibongkru;. maka .pajak yang .t.crutang .tetap berdasarkan 
keadaan objek pajak pada tanggaJ l januari 2011, yaitu 
keadaan sebelum bangunan dibongkar. 

b. Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2011 'berupa sebidang 
tanah tanpa bangiman di atasnya.. Pada- tanggal 10 Mei 
2011 diJakukan pendataan, temyata diatas tanah t.ersebut 
telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang 
untuk tahun 2011 tetap dil<eoakan pajak berdasarkan 
keadaan pada tanggal l Januari 2011, sedangkan 
banguo.annya baru.akan dikenakan pada,tahun 2012. 

Pasa111 
Culrup jelas 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Dalam. rangka. pendataan, . Wajib Pajak. akan diberikan Surat, 
Pemberitahuan Objek Pajak untuk diisi dan dikerobalikan 
kepada Kepala Daerah. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud deogan jelas, benar dan lengkap·adalah : 
• Jelas, berarti penulisan data dalam SPOP dibuat sedemilcian 

rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat 
roenigikao daerah maupun Wajib Pajak sendiri. 

• Benar; berarti data yang dilaporkan: harus· sesuai dengao· 
keadaao yang sebenamya, seperti Juas tanah dao/ atau 
bangunan, tahun dao harga perolehao dan seterusnya 
sesuai dcngan kolom-kolom/pertanyaan yang tertcra pada 

. SPOP, 
Ayat(3) 

Culrup jelas. 
Pasal 13 

Cukupjelas. 
Pasall4 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Ayat (1) 
Culrup jelas 

Ayat (2) 
Ketentuan ini meogatur, saoksi, tubadap,, Wajio Pajak. yang 
tidak meroeouhi kewajibao pcrpajakannya yaitu mengeoakao 
sanksi ~droioistratif berupa bunga sebesar 2% (dua pcrsen) 
sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk 
jaogka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulao alas 
pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif 
berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai 
dcngan diterbitkannya SKPDKB. 
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Ayat (3) 
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya sebagaimana dimoksnd pada ayat (1) hurnf b, 
yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang 
se:mula· belum terungkap yang berasal dari basil pemeriksaan 
sehingga pajak yang tenitang bertambah, maka terhadap Wajib 
Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan l 00% 
(seratus persenj dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi 
administratif ini tidak dilreoakao apabila Wajib Pajak 
melaporkanoya sebclum cliadakan tiodakao pemeriksaan. 

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban 
perpajakannya sebagaimaoa dimaksnd pada ayat (1) hurnf a 
angka 2, yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPOP yang' 
seharusnya dilalrukannya, dikenakan sanksi "droioistratif 
berupa keoai.kan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) 
dari pokok pajak yang terutang. 
Dalrun kasus ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang 
terutang secarajabatan melalui penerbitan SKPDKB. 
Selam sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua 
puluh lima ~n) dari pokok pajak yang terutang juga 
dikenakan sanksi administratif berupa. bung11 sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waJctu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan. 
Sanksi admioistratif berupa. bunga dihitung sejak saat 
terutangnya pajak sampai dengi,n diterbitkannya SKPDKB 

Pasall6 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cu!rup jelas. 

Pasall8 
Ayat (1) 

Cootoh: 
Apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 1 Mei 
2011, maka jatuh tempo pembayarannya adalab tanggal 31 
Agustus 2011. 

Ayat (2) 
Cootoh: 
Apabila Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak bail< 
berupa SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau 
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan 
atau Putusan b~ding pada tanggal l Juli 2011, yang 
menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah, maka Wajib 
Pajak harus melunasi pajak terutangnya paling lambat 31 Juli 
2011. 

Ayat (3) 
Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaranoya 
tidal< dibayar atau kurang diba;yar, dikenakan sanksi 
todministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, 
yang di.bitung dari saat jatub tempo sampai deogan hari 
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh l (satu) 
bulan. 
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,Contoh: 
SPPI' tahun gajak 201.l diterima. Wajib Pajak pada tanggal l 
Mei 2011 maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 
Agustus 2011 dengan pajak terutang sebesar Rp. 100.000,­
(seratus ribu rupiah)·. Na:mun oleh' Wajib Pajak baru d11>ayar 

_,pada ,tanggal 1 September 2011, -maka terhadap :W.ajt1> Pajak 
tersebut dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) yakni: 2% x Rp. 100.000,- • Rp. 2.000,­

'Pajiik terutang yang ·barus dibayar pada tanggal 1 September 
2011 adalah, 
.Poko.k pajak + sanksi .administ:J:atif • Rp. J,00,.000,- + 
Rp. 2.000,- • Rp. 102.000,-
Bila Wajib Pajak tersebut baru membayar utang pajaknya pada 
·tanggal 10· Oktober ·2011 ;maka· terbadap Wil.jib .. Pajak tersebut 
dikenaksn denda 2 x 2% dari pokok pajak, yakni,. 4%, x Rp, 
100.000,- • Rp.4.000,-
Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 
Oktober 2011 adalah: 
Pokok ·Pajak + sanksi administratif = Rp. 100.000,- + Rp. 
4.000,- c Rp. 104.000,-

Ayat (4) 
Cukupjelas 

Ayat (5) 
CUkup jelas 

Ayat (6) 
CUkupjelas 

Ayat (7) 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang jelas adalah 
mengcmukakan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang 
terutang atau lrurang bayar yang ditetapkan oleh Kepala 
Oaerah atau pe,iabat yang ditunjuk tidak benar. 

Ayat (3) 
Kepada Wajib Pajak diberi waktu yang cukup (J'.!ali.ng lama 3 
bulan) untuk mempersiapkan sura.t keberatan bescrta alasan­
alasannya. ApabUa temyata 'batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut 
tidak dapat dipenuhi, oleb-Wajib Pajak karena-keadaan diluar 
kelniasaannya (force .majeur) .maka tenggang wa.ktu tersebut 
masih dapat dipertimbangkan untulc diperpanjang oleh Kepala 
Oaerah. 
Pengertian diluar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib 
Pajak yang bukan · karena kcsa.labannya, misalnya · karena­
mUS1l>ah bencana alam. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 
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-Ayat (6) 
Tanda penerimaan surat yang, telah dil>erikan oleh Kepala 
Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda terima surat 
keberatan apabila surat tersebut memcnuhi syarat sebagai 
sw:at kebenrtan. Oengan· demikian, batas waktu- penyelesaian· 
,keberatan .dihitung sejak .tanggal ,penerimaan sw:at«:limaksud. 
AJ)&bila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat scbag!li surat 
kebera.tan dan Wajib Pajak memperbailrinya da1run batas waktu 
penyw:npaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian 
keberatan dihitung scjak diterima surat berikutnya yang 
memcnubi syarat sebqgai surat Jcebera.tan. 

Pasa121 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jclas. 

Pasal23 
Culrup jelas. 

Pasa124 
Cu1rnp jelas. 

Pasal 25 
A,Yat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Harofa 
Cuku.p jelas.­

Hunif b 
Cukupjelas. 

ffunif c 
•Cukupjelas. 

Hurufd 
Cukup jelas. 

rlunif e 
Cukup jeJas-. 

HuruH 
Yang dimaksu.d dengan '1<ondisi tertentu. objek paj,ak", 
antara lain., laban pertanian yang sangat terbatas, 

· bangunan ditempati sendiri yang dlkuasai atau diroiliki 
olelr golongan Wajib Pajaktertentu . 

.Ayat,(3) 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
·CUkupjelas. 

Pasal 27 
~jelas. 

Pasal28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukupjelas, 

J!asal.30 
Ayat (1) 

Yang dimak:S11d dengan '"instansi yang me-Jaksanakan 
·pemungutan" adalah <c!inas1bo.dan/leroba81l ·yang tugas 'J)Okok 
dan funl!13inya. µ,ela"saoakan. , pemungutan Pajak . . 
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Ayat,<2) 
Pembcrian besamya in,senti( dilakukan melalui pembahasan 
yang dilalrukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat 
kelengkapan ·oewan Perwalrilan -Rakyat -oaerah yang 
membidangi masalab keuangan. 

Ayat (3) 
Cukup jeJas_ 

PasaJ 31 
Cukup jelas. 

PasaJ 32 
Cukupjelas. 

Pasal33 
Cukup jelas. 

1'asa134 
Cukupjelas. 

J>.a.sal35 
Ayat (1) 

Pcngenaan pfdana kurungan dan pidana denda kepada pejabat 
-tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kcpala 'Daera'.I> /limak:s,1dkan 
untuk menjamin bahwa keraba•ieen mengenai perpajakan 
daerah tidak akan diberitabukan Ja;p,ida pihak lain, juga agar 
Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada 
pejabat mengenai perpajakan daeral\. tlaak ragu-ragu. 

Ayat·(2) 
Cukup.jelas. 

f\yat{3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4t 
Culrupjelas. 

P.asal 36 
Cukup jelas. 

Pasal37 
Cukup jel:as-. 


